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MOTTO 

 

“ Segalanya akan menjadi mudah bila kita bisa bersabar dan terus  

berusaha. Karena segala masalah yang timbul, Tuhan tidak akan  

memberikan jalan yang buntu, namun akan selalu ada jalan yang  

Tuhan siapkan. Kita hanya dapat menunggu dan tetap berusaha ”. 

 

 

Aji Akbar Soemarjono 
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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas tentang Kedudukan Sertipikat Hak Tanggungan Yang Alas 

Hak Atas Tanahnya Dibatalkan Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap terhadap hak kreditor pemegang hak tanggungan 

tersebut. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah kedudukan 

Sertipikat Hak Tanggungan atas hak atas tanah yang dijaminkan setelah putusan 

pengadilan membatalkan alas hak atas tanah tersebut dan perlindungan hukum 

terhadap kreditor pemegang hak tanggungan atas hak atas tanah yang alas haknya 

dinyatakan batal tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode 

penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, 

konseptual, dan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam hal alas 

hak atas tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan dibatalkan dengan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dapat mengakibatkan batal dan 

hapusnya Sertipikat Hak Tanggungan tersebut. Kemudian perlindungan hukum 

terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan tersebut berupa perlindungan 

preventif yang dilakukan sebelum kredit diberikan yaitu dengan melakukan 

analisis kredit melalui 5 of C, 7 of P dan 3 R secara seksama dan mendalam. Di 

samping itu juga dapat dilakukan pengikatan jaminan tambahan berupa jaminan 

perorangan (Borgtocht). Sedangkan perlindungan represif bilamana terjadi kredit 

bermasalah, maka dilakukan restrukturisasi kredit dan apabila tidak berhasil, 

maka dilakukan penyelesaian kredit dengan cara melakukan gugatan ke 

pengadilan atas dasar wanprestasi dan juga dapat dilakukan oleh bank dengan 

melakukan hapus buku 

 

Kata Kunci: Hak atas Tanah; Hak Tanggungan; Putusan Pengadilan; Perlindungan 

Hukum. 
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ABSTRACT 

 

This thesis discusses the Position of Mortgage Certificates whose Land 

Rights Grounds were Canceled Based on Court Decisions which have permanent 

legal force against the creditors' rights of the Mortgage holders. The formulation 

of the problem contained in this thesis is the position of Mortgage Certificates on 

land rights that are collateralized after a court decision cancels the land rights 

and legal protection for creditors holding mortgage rights over land rights whose 

rights are declared null and void. The research method used is a normative 

research method with statutory, contextual, and case approaches. The results of 

the study show that in the case of land rights that have been encumbered with 

Mortgage Rights are canceled by a court decision that has permanent legal force, 

it can result in canceling and erasing the Mortgage Certificate. Then the legal 

protection for the creditor holding the Mortgage is in the form of preventive 

protection which is carried out before credit is given, namely by conducting a 

credit analysis through the 5 of C, 7 of P and 3 R carefully and in depth. In 

addition, it is also possible to bind additional collateral in the form of a hanging 

guarantee (Borgtocht). While repressive protection in the event of problem loans, 

then credit restructuring is carried out and if it is not successful, then credit 

settlement is carried out by filing a lawsuit to court on the basis of default and can 

also be carried out by banks by writing off the book 

 

Keywords: Land rights; Mortgage right; Court ruling; Protection Law. 
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